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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Polda D.I.Y ,

maka penulis telah mencoba mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari

permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh polisi pariwisata Polda DIY dalam

memberikan perlindungan kepada wisatawan di Yogyakarta secara

umum meliputi upaya – upaya yang bersifat preemtif, preventif, represif,

maupun koordinasi sektoral dengan pola keamanan terpadu.

2. Upaya – upaya yang dilakukan oleh polisi pariwisata di atas belum

sepenuhnya mampu untuk memberikan perlindungan kepada wisatawan.

Hal ini dilihat dari masih banyaknya keluhan – keluhan yang

disampaikan oleh wisatawan dikarenakan kendala – kendala yang

dihadapi oleh polisi pariwisata yaitu antara lain :

a. Komposisi jumlah polisi pariwisata dan wisatawan tidak sebanding.

b. Sarana dan infrastruktur yang tidak memadai.

c. Sumber daya manusia yang masih harus ditingkatkan.

B. Saran

Penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati di dalam

penulisan hukum / skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat
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bermanfaat bagi semua pihak yang peduli kepada dunia pariwisata khususnya

di Yogyakarta , yaitu sebagai berikut :

1) Aparat kepolisian khususnya polisi pariwisata sebagai pihak yang

mempunyai peranan penting di dalam perlindungan wisatawan

hendaknya dalam melakukan tugas dan fungsinya, serta untuk mencapai

tujuannya diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan yang

berhubungan dengan sumber daya manusianya, sarana – prasarana, dan

berikut kelengkapan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan terhadap proses perlindungan terhadap wisatawan, objek

wisata, maupun mobilitas wisatawan itu sendiri.

2) Disarankan agar pihak terkait seperti agen – agen perjalanan, ASITA,

PUTRI, paguyuban – paguyuban, dan masyarakat sendiri untuk lebih

berpartisipasi dalam menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan

tenteram dalam dunia pariwisata di Yogyakarta serta secara aktif

membantu tugas – tugas dari polisi pariwisata sehingga menciptakan

hubungan yang erat dengan polisi pariwisata.

3) Wisatawan yang menjadi objek, diharapkan untuk bertindak lebih hati –

hati tanpa mengurangi kegiatan wisata yang bersifat santai dan alangkah

lebih baiknya jika mencari informasi – informasi terhadap tempat yang

akan dikunjungi.
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